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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan 

masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat disampaikan hasil 

sebagai berikut: 

1. Implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di 

Kabupaten Sikka 

Legalitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

proses perkembangan Usaha Mikro. Usaha Mikro mendapatkan 

kemudahan perizinan berusaha mulai dari penyederhanaan syarat, 

waktu penerbitan izin, dan bebas biaya. DPMPTSP Kabupaten Sikka 

telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha dengan 

menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara 

elektronik, yakni melalui OSS. Namun, berdasarkan hasil kuesioner 

penelitian ditemukan masih ada pelaku usaha mikro yang belum 

mengetahui tentang OSS dan membutuhkan sosialisasi tentang 

perizinan berusaha, yang artinya pelayanan yang diberikan belum 

menjangkau semua pelaku usaha mikro di Kabupaten Sikka. 

2. Manfaat Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di 

Kabupaten Sikka 



 

 

58 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa alasan pelaku 

usaha tidak mendaftarkan izin usahanya, antara lain: Minimnya 

pemahaman dan informasi terkait perizinan berusaha, kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi, 

menghindari pajak, dan pelaku usaha masih menganggap prosedur 

mengurus izin rumit dan memakan waktu dan biaya. Padahal dengan 

memiliki izin usaha, pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat, 

diantaranya: mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, 

mendorong pelaku usaha untuk sadar pajak, mendapat pendampingan 

dan pemberdayaan usaha, lebih mudah menjalin kerjasama dan 

mendapat kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai 

Lembaga keuangan bank maupun non-bank, namun masih banyak usaha 

mikro di kabupaten Sikka yang belum mengantongi izin usaha 

 

B. Saran  

1. Pengembangan website Pemerintah Daerah dan DPMPTSP, sehingga 

memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan pelaku 

usaha. 

2. Perlu adanya kemajuan untuk promosi kegiatan (seperti: sosialisasi, 

pelatihan, penyuluhan) sehingga masyarakat bisa tahu apa saja yang 

ditawarkan pemerintah dalam pemberdayaan dan pelayanan perizinan 

berusaha. 
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3. Perlu dilakukannya pendampingan aktif kepada pelaku usaha untuk 

mempermudah penggunaan sistem OSS, dengan meningkatkan tenaga 

IT agar dapat menjangkau semua kalangan. 

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait 

penyelenggaraan perizinan berusaha agar terwujudnya pelayanan yang 

optimal. 

5. Melakukan sosialisasi dan evaluasi tentang peraturan dan kebijakan 

tentang perizinan berusaha. 

6. Pelaku usaha agar lebih proaktif mendaftarkan usahanya dan mencari 

tahu program kerja pemerintah di bidang perizinan berusaha. 
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